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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Administrasi Pembangunan 
Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah 
disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis 
dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. MenurutNation-
building (Sondang P. Siagian 4:2001) administrasi pembangunan meliputidua 
pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan.Administrasi adalah 
keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan 
diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah dietapkan 
sebelumnya. Sedangkan pembangunan  adalah rangkaian usaha mewujudkan 
pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu 
negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. 
Apabila definisi diatas dimaknai secara cermat, akan muncul dipermukaan 
paling sedikit tujuh ide pokok. Pertama:  pembangunan merupakan suatu  proses. 
Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara 
berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat indenpenden 
akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir 
(never ending). Banyak cara yang dibutuhkan dalan pentahapan tersebut, seperti 
berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. 
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Kedua: pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkansebagai suatu 
tang akan dilaksanakan. Ketiga pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam 
arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan bararti 
mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka 
waktu tertentu dimasa mendatang. Keempat rencana pembangunan mengandung 
makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan 
kemampuan suatu negara  bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi 
tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu kejangka waktu yang lain. 
Kelima pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan 
antaralain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara fikir 
yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Keenam modernitas yang 
ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat 
multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Ketujuh semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan 
kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin 
kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara 
bangsa yang sejajar dengan bangsa bangsa lain didunia karena mampu menciptakan 
situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara 
lainnya. 
Dalam proses pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dari 
masing-masing negara tersebut, banyak diantaranya negara-negara yang sedang 
17 
 
berkembang tersebut berhasil merealisasikan tujuan nasionalnya. Akan tetapi banyak 
pula yang mengalami kegoncangan-kegoncangan dibidang politik, ekonomi, sosial 
budaya, dan keamanan. 
Menurut syamsi (yuswar zainul basri & mulyadi subri, 2003:15) 
Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan 
yang orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan social ekonomis. 
Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang 
hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifatnya dinamis. Pembangunan 
akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. 
Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi 
pemerintah, sistem manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mencapai tujuannya. 
Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, 
harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi 
masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan 
pemerintahdalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, 
sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat. 
Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu dan terus 
menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. 
Sedangkan menurut Sondang P.Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu 
rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana 
18 
 
serta sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka 
pembinaan bangsa. 
Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan 
partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat 
pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan 
kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, yang 
menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan pasar. 
Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung misalnya pembangunan TK 
dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa 
peningkatan kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat setelah murid 
tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari pada anak 
desa yang tidak terdidik. (Samudra Wibawa, 2009:7) 
 
2.1.1. Pembangunan dalam islam 
Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran 
pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan 
Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda. Islam 
menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak 
membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat 
hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada 
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kehendak dan bimbingan-Nya. Karena islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah 
juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang 
sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan 
Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan 
materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan. 
Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang 
melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka 
rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal 
dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan 
pada semua level. 
Nabi Muhammad saw. Sebagai rasulullah dan negarawan yang berhasil 
menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya 
telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan : “Barang siapa yang hari ini 
lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa 
yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”. 
Pembangunan bangsa ( nation building ) seperti yang telah dikemukakan 
diatas juga sudah dibicarakan didalam Alquran pada potongan (Q.S  Ar-Ra’d :11) 
sebagai berikut: 
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Artinya”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (bangsa) 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (potongan Q.S Ar-Ra’d 
:11). 
Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum 
ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini  dapat mencapai 
keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk 
mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan 
mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah. 
 
2.2. Perencanaan 
Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan 
atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson (Diana Conyers, 2004) 
pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus 
menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk 
mencapai tujuan tertentu. Sedangkan J Nehru (Diana Conyers, 2004) menyatakan 
bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelejensia guna mengolah fakta 
serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan 
masalah. 
Kemudian Beenhakker (Diana Conyers, 2004) menyatakan bahwa perencanaan 
adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan. 
Definisi lain diungkapkan Kunarjo (2002) yang menyebutkan bahwa secara umum 
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perencanaan merupakan proses penyiapan seperngkat keputusan untuk dilaksanakan 
pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. 
Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis mensintesakan bahwa 
perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang 
menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan 
sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di 
masa depan. 
Definisi perencanaan yang lain dikemukakan oleh Sitanggang (2001), 
mengemukakan bahwa perencanaan diartikan sebagai alat atau unsur dalam upaya 
menggerakan dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya mencapai tujuan 
yang ditentukan. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (2008) berpendapat bahwa 
perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya 
(maximum Output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. 
Beliau juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan 
dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilama dan oleh siapa. 
Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajmen dalam buku yang ditulis 
oleh Hasibuan (2008) diantaranya: George R Terry mengatakan perencanaan adalah 
upaya untuk mememilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta 
menggunakan asumsi-sumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
hasil yang diinginkan. Sedangkan Kartasasmita (2007) menyatakan bahwa pada 
dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan 
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keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Diana 
Conyers dan Peter Hill (LAN-DSE, 2009) mengemukakan bahwa perencanaan adalah 
suatu proses yang terus menerus melibatkan keputrusan-keputusan atau pilihan-
pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu di masa yang akan datang. Handoko (2004) mengemukakan 
pengertian perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan 
selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. 
Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu 
yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan 
dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. 
Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen 
penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan 
(tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan 
tersebut hendak dilakukan). 
Menurut Koontz dan O’Donnel, perencanaan adalah fungsi seorang manajer 
yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-
prosedur, proigram-program dari alternatif yang ada. Sedangkan Louis A Allen 
mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. Ada 6 langkah atau proses perencanaan, yaitu: 
1. Perumusan tujuan 
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Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau 
kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, 
organisasi akan menggunakan sumberdaya-sumber dayanya secara tidak efektif. 
2. Perumusanmasalah 
Kegiatan ini sangat penting, hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa 
dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. 
3. Melakukan analisa 
Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu 
diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai 
tujuan. 
4. Pengembangan alternative 
Pemilihan alternatif yaitu pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) 
diantara berbagai alternatif yang ada. 
5. Pengembangan rencana derivative 
 
2.2.1. Pembangunan 
Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju 
kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam 
Tjokrowinoto 2005). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi 
dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu 
struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga lembaga nasional dan 
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akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan 
kemiskinan absolut (Todaro,2001). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa 
pembangunan berarti proses menuju perubahanperubahan yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatitu sendiri. 
Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam 
definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa 
pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (2004) 
memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau 
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara 
sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka 
pembinaan bangsa (Nation building)”. Adapun Kartasasmita (2007) memberikan 
pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu : “suatu proses 
perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. 
Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah 
melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan 
menjadi multi interpretable namun disamping itu pembangunan harus dipahami 
sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem 
organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan 
sebagai: “proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, 
kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan 
kemiskinan absolut dari masyarakat”. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan 
adalah: (1) Live sustainance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa 
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sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) self esteem, 
kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) freedom for survitude, yaitu kemampuan 
untuk memilih secara bebas. 
Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut Esman 
(Jtokrowinoto 2009) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses 
perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih 
baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang 
mapan. Pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (2009) dapat 
dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas 
kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama. 
Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua 
segi masyarakat desa. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama 
harus berdasarkan kekuatan sendiri, azas pemufakatan bersama ialah pembangunan 
harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan 
putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi 
merupakankeputusan bersama anggota masyarakat desa. 
Disamping itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan 
dari atas (top down), pendekatan dari bawah (bottom up) dan pendekatan pengelolaan 
mandiri oleh masyarakat desa (community base management). Pendekatan ‘top 
down’ dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak 
yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk 
mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. 
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Pendekatan ‘bottom up’ dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa 
telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya 
sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan 
‘community base management’ sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan 
digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional 
dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam 
desa tanpa campur tangan pemerintah. 
Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan 
lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin 
dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat member 
hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan 
mengembangkan potensi yang ada. 
 
2.2.2. Perencanaan Pembangunan 
Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur unsur 
yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut 
Terry (dalam Hasibuan, 2003) adalah memilih dan menghubungkan fakta 
danmembuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan dating 
dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. 
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Pengertian pembangunan menurut Siagian adalah suatu usulan atau rangkaian 
usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakuakan secara sadar oleh 
suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan 
bangsa. 
Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan 
Bratakusumah, 2004) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk 
mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, 
berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini 
sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (2003) bahwa planning atau 
perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan 
keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif 
penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran sasaran 
spesifik untuk waktu yang akan datang”. 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah 
sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk 
mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila 
dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua 
permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, 
serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar 
pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan 
sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri 
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merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang 
dilakukan secara terencana. 
Menurut Diana Conyers (2004) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai 
implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial 
harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu 
sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna 
mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. 
Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan. 
Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa 
erencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. 
Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan 
pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu 
perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) 
dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis 
dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan 
masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal 
maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam 
hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk 
konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan 
pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang 
dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih 
baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah 
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tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang 
ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang 
pada asas prioritas. 
Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas 
tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer 
merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan 
dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan 
pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif 
atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan 
digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas 
kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian 
tujuan yang lebih baik. 
Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia telah diterapkan secara 
luas mulai pertengahan tahun 1980-an. Mekanisme perencanaan 
tersebutmenggunakan kombinasi antara pendekatan dari bawah (bottom up approach) 
dan dari atas (top down approach). Terdapat enam tahap yang dilalui, mulai dari 
musyawarah pembangunan desa (musbangdes), Diskusi unit daerah kerja 
pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan, rapat koordinasi pembangunan 
(rakorbang) di tingkat Kabupaten/Kota, rakorbang tingkat Propinsi, konsultasi 
regional pembangunan (konregbang), dan konsultasi nasional pembangunan 
(konasbang). 
30 
 
Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada 
kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi 
pengelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan 
maupun implementasinya program-program pembangunan. Oleh karena itu model 
pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada 
pengembangan masyarakat lokal. Model pembangunan itu dilakukan melalui 
perubahan paradigma pembangunan top down ke pembangunan partisipatif. 
Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat 
waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan 
masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu 
unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa 
yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses 
perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada 
masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa 
memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan 
bagi pelaksanaannya. 
 
2.2.3. Faktor Penghambat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa 
Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial 
kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program 
perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. 
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Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda 
tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku di daerah perencanaan. 
Substansi permasalahan yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya dapat 
menyebabkan berbedanya faktor-faktor dimaksud. 
Adapun faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan daerah antara 
lain meliputi : 
1. Partisipasi 
2. Komunikasi 
3. Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat. 
2.2.3.1 Partisipasi 
Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata 
“participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan 
dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan 
dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan 
keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses 
penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan 
pemerintah. 
Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari 
pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut 
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Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang 
partisipasi sebagai berikut : 
1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha 
bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa 
dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. 
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama 
diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang 
kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau 
dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan 
demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita. 
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-
pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti 
memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai 
pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai 
keadilan sosial tetap dijunjung tinggi. 
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah 
pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial 
dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan 
hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang. 
Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat 
dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan 
menikmati hasil-hasil pembangunan. 
Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari 
anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia 
yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu 
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partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga 
keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang 
dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga 
proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga 
demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. 
Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut 
dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-
hasil pembangunan.  
Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan 
oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. 
Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga 
lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan 
masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga 
PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal 
untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan 
masyarakat kebanyakan  adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh 
pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda 
pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas. 
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Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16 ) 
diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari 
partisipasi masyarakat. 
Partisipasi dalam memerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi 
masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan 
pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, 
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses 
mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti 
pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi 
viskal, perlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian 
masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara 
aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan 
menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk 
berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam 
meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu 
dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang 
dirasakan oleh individu maupun masyarakat. 
Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai 
keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah 
kepentingan eksternal”. 
35 
 
Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada 
alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam 
keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar 
masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa 
memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi 
sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemngembangan masyarakat, 
seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan 
dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis 
berulang-ulang teteapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. 
Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses 
bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan 
oleh sejumlah anggota masyarakat. 
 
2.2.3.2. Komunikasi 
 Dalam ilmu komunikasi telah berkembang suatu spesialisasi mengenai 
penerapan teori dan konsep komunikasi secara khusus untuk keperluan program 
pembangunan yang dikenal dengan sebutan Komunikasi Pembangunan. 
Komunikasi pembangunan mencakup studi, analisa, promosi, dan evaluasi 
teknologi komunikasi untuk seluruh sektor pembangunan. Dalam pengertian yang 
sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik 
penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal 
dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas, 
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dengan tujuan agar masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam 
melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. Sedangkan dalam arti yang luas, 
komunikasi pembangunann meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu 
aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat 
dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak 
dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan 
(Nasution, 1996:92). 
Secara pragmatis, Quebral (Nasution, 1996:128) merumuskan bahwa 
“Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan 
rencana pembangunan suatu negara”. Dikemukakannya pula bahwa komunikasi 
pembangunan merupakan salah satu terobosan (break-through) di lingkungan ilmu-
ilmu sosial, dan merupakan inovasi yang harus diusahakan agar diketahui orang dan 
diterima sebelum ia digunakan. 
Selanjutnya Gomez (Nasution, 1996:128) merumuskan komunikasi 
pembangunan sebagai berikut: Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu 
dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, 
terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi 
pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan 
manusiawi, dan itu berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, 
pengangguran, ketidakadilan. 
37 
 
Bahasan lain tentang konsep teoritis komunikasi pembangunan juga telah 
dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya melalui beberapa studi mereka, diantaranya 
adalah: 
1. Studi Daniel Lerner 
Lerner dipandang sebagai orang pertama yang melakukan studi mengupas 
tentang hubungan komunikasi dengan pembangunan. Studinya tersebut 
diterbitkan dengan judul The Passing of Traditional Society pada tahun 
1957. Lerner melakukan studi di enam negara kawasan Timur Tengah, 
yaitu Turki, Libanon, Mesir, Syria, Yordania, dan Iran. Inti dari studi 
Lerner adalah menganalisis hubungan antara tingkat urbanisasi dengan 
tingkat melek huruf, dengan penggunaan media massa dan partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan politik. Menurutnya modernisasi suatu bangsa 
dimulai dari terjadinya urbanisasi, kemudian urbanisasi akan 
meningkatkan melek huruf, lalu meningakatkan penggunaan media, yang 
selanjutnya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sebagai patokan 
bila suatu negara mencapai tingkat urbanisasi 10% maka tingkat melek 
huruf akan sama-sama meningkat bahkan hingga mencapai 25 % dan 
demikian korelasi tertinggi dari konsumsi media adalah dengan tingkat 
melek huruf. Dikemukakannya pula bahwa sistem komunikasi merupakan 
indikasi sekaligus agen dari proses perubahan sosial. Perubahan sistem 
komunikasi masyarakat selalu berjalan satu arah, yaitu dari sistem 
komunikasi oral (mulut ke mulut) ke media (yang menggunakan media). 
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Sistem komunikasi oral cocok digunakan masyarakat tradisional 
sedangkan sistem komunikasi media  cocok digunakan masyarakat 
modern. 
2. Studi Mc. Clelland 
Studi Mc Clelland berjudul The Achieving Society, yakni tentang 
dorongan psikologis yang memotivasi suatu masyarakat untuk mencapai 
kemajuan. Dari hasil studi tersebut Mc Clelland memperoleh beberapa 
kesimpulan, diantaranya adalah: 
a. Untuk memajukan suatu masyarakat harus dimulai dengan mengubah 
sikap mental (attitude) para anggotanya. 
b. Masyarakat yang membangun dan telah maju didorong oleh kebutuhan 
untuk pencapaian sesuatu atau need for achievement  (n/Ach) melalui 
berbagai saluran komunikasi yang ada di tengah masyarakat. 
c. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh percaya diri, berorientasi ke 
depan, berkopentensi, menyukai risiko, dan lain-lain. 
3. Studi  Wilbur Schramm 
Studi Schramm terfokus pada kedudukan media massa sebagai 
komunikasi yang terkait peranannya dengan pembangunan. Dalam 
laporannya yang berjudul Mass Media and National Development: The 
Role of Information in Developing Countries pada tahun 1964, yang pada 
pokoknya mengemukakan bahwa media massa dapat membantu dalam 
hal: 
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a. Menyebarluaskan informasi tentang pembangunan, yakni perlunya 
keterangan mengenai pembangunan ke seluruh penjuru masyarat, 
karena pada pokoknya untuk mengubah kehidupan seluruh lapisan 
masyarakat. 
b. Mengajarkan melek huruf serta keterampilan lainnya, yakni 
melakukan cara-cara atau kegiatan yang lebih modern dibanding cara-
cara dahulu serta mampu melakukannya sendiri. 
c. Masyarakat berkesempatan turut ambil bagian dalam pembuatan 
keputusan di negaranya, yakni masyarakat perlu dimotivai untuk 
mengubah nasibnya dan mencapai kehidupan yang lebih baik. 
2.2.3.3. Transparansi 
Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah 
terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana  Desa 
(ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. 
Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau 
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang 
dicapai. 
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Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah 
dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. 
Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah 
dengan rakyat. 
Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah 
keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas 
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. 
Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa yaitu : 
1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat 
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan 
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN. 
Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif 
dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan  pertanggungjawaban para 
perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas 
pembuat kebijakan akan berjalan efektif. 
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2.3. Desa 
 Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti 
tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village 
yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than 
and town “. Desa adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan 
untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang 
diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten. 
Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 
Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 
Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 
Menurut R. Bintarto5, berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya, 
desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang 
terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang 
dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri 
(dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar 
kota yang merupakan kesatuan. 
Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: 
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ,7 Desa 
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau 
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, 
Desa adalah Desa dan  adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah 
Desa dan  adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan demikian  sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala  melalui 
pemerintah  dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan ataupun dari 
pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran 
dalam pengaturan mengenai  adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintahan  dan Badan Permusyawaratan  dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usus dan adat istiadat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Merupakan suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan 
bahwa penyelenggaraan tata kelola  (disingkat penyelenggara ), atau yang dikenal 
selama ini sebagai “Pemerintahan ”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan 
Badan Pemusyawaratan  dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan 
(Paraturan ). 
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Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma 
menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, 
yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta 
berada diwilayah pimpinan  yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan 
pemerintahan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 
menyebutkan bahwa Pemerintahan  Permusyawaratan  dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Dengan demikian  sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui 
pemerintah  dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun 
pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit 
organisasi yang berhadapan  langsung dengan masyarakat dengan segala latar 
belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, 
khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi 
kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan 
sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi  menuju 
kemandirian  dan alokasi. 
Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas 
sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya 
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sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan 
mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya 
setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga 
memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. 
Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan 
perwujudan Otonomi Daerah. 
Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: 
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 
asal-usul desa. 
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni 
urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat 
meningkatkan pelayanan masyarakat. 
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 
diserahkan kepada desa. 
Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak: 
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a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal 
usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; 
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 
c. Mendapatkan sumber pendapatan; 
Desa berkewajiban; 
a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat 
desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; 
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan 
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; 
Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 
penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan 
kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar 
rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa 
yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, 
kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, 
ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar 
dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, 
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sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya 
kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat 
istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata 
pencaharian masyarakat. 
2.4. Struktur Pemerintah Desa 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 
bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan 
yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu 
manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai 
pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, 
bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. 
Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala 
Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan 
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala 
Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan 
tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk: 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 
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c. Memegang kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d. Menetapkan Peraturan Desa; 
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. Membina kehidupan masyarakat desa; 
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar 
mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran masyarakat desa; 
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa; 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 
gumammeningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perumdang 
undangan; dan 
o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas 
merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan 
untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah: 
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 
profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 
nepotisme; 
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di desa; 
7. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 
8. Mengelola keuangan dan Aset Desa; 
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 
12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 
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13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; 
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 
hidup; 
15. Memberikan informasi kepada masyrakat desa. 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan 
Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum 
pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: 
Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi: 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa; 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa; 
Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi 
penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-
Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak: 
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
pemerintahan desa kepada pemerintah desa; 
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa; dan 
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3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja. 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Undang-Undang Desa Pasal 4812, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, 
kepala desa wajib: menyampikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap 
akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laopran 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, 
menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan 
Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa 
menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir 
tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. 
Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa 
mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa 
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tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. 
Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang 
bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terncantum dalam Pasal 48. Perangkat 
desa terdiri atas; 
a. Sekretariat desa; 
b. Pelaksana kewilayahan; dan 
c. Pelaksana teknis. 
Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan 
camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari 
warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat 
maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa 
mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. 
Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai 
dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa 
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masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.14 Untuk melaksanakan tugas tugas 
ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu 
menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian organisasi 
pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. 
Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuikan dengan kewenangan dan 
beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011) ada 5 
(lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi 
pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi 
pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan. 
2.5. Otonomi Daerah 
Pasal 1 Ayat 7 UU No.23/2014 menyebutkan asas otonomi adalah prinsip 
dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 
Otonomi Daerah bisa diartikan dalam berbagai cara bergantung perspektif dari 
masing-masing pengamat (Conyers 1984, Smith 1985, Smoke 2003. Mendefinisikan 
Otonomi Daerah dari perspektif ekonomi. Sementara yang lain menginterpretasikan 
otonomi daerah dari perspektif politik (Cohen, dan Peterson 1999). (dalam Mas’ud 
Said 2008:5). 
Otonomi Daerah menurut Rondinelli dan Cheema 1983 : 
54 
 
Decentralization is the transfer of planning, decisionmaking, or 
administrative authority from the central government to its field organization, local 
administrative unit, semi autonomous and parasastal (italics in original) 
organization, local government or non-govermental organization. 
Otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, 
pengambilan keputusan atau pemerintah dari pemerintah pusat kepada organisasi 
unit-unit pelaksanaan daerah. Kepada organisasi semi-otonom prasatal (teks asalinya 
berhuruf miring), ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. 
Menurut laporan Tahunan Bank Dunia (Word Bank) Tahun 1999: 
Decentralization is the transfer of authority and responsibility for  public 
function from the central government organization and or the private sector. 
Otonomi Daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk 
menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi 
pemerintah bawahannya atau yang bersifat semi-independen dan atau kepada sektor 
swasta. 
Otonomi Daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor 
publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
provinsi dan kabupaen/kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia otonomi 
daerah diartikan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada 
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pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana yang diamanatkan oleh UU 
(Masud Said 2008:6). 
Otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong 
berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengnai kepentingan 
masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri, maka tercapailah apa 
yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Rakyat 
tidak saja menentukan nasibnya sendiri, tapi yang paling utama mampu memperbaiki 
nasibnya sendiri (Hoessein 2002:6). 
Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, d;an Kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, 
selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilaya yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 
kepentinngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Menurut UU 
No.32/2004 Tentang Pemda). 
 
2.6. Otonomi  Desa 
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
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masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada dikabupaten atau kota, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, 
otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Haw.Widjaja, 
2005:148). 
Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan 
sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan 
ataupun pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan 
daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang 
bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun 
karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk 
atau heterogen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan 
berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. 
Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa 
dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan 
budaya yang berkembang didesa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga 
pengaturan didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan 
dan pelaksanaan peraturan desa, dan keputusan kepala desa. Didesa dibentuk lembaga 
kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masayarakat 
desa. 
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Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam 
tatacara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau 
walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib 
memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, 
menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap 
memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menanyakan dan atau menerima keterangan lebih lanjut terhadap hal hal yang 
bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. 
Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, 
penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, dan lain-lain 
sebagaimana dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan 
daerah mengacu pada pedoman peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. 
Implementasi kewenangan Desa di tinjau dari perspektif implementasi sebagai 
interaksi (implementation as interaction), sesungguhnya bukanlah sebuah proses 
yang berjalan linier, melainkan sebuah siklus yang saling berhubungan satu dengan 
lainnya. Namun yang terjadi pola interaksi semi resiprocal mendominasi hubungan 
antara Pemdes dengan berbagai policy stakeholders yang terlibat dalam implementasi 
kewenangan desa. Semi resiprocal interaktion terjadi antara Pemdes dengan BPD. 
Hal ini terjadi karena BPD belum memahami job description sesungguhnya. 
Otonomi Desa adalah otonomi asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan 
Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan atas 
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hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat 
namun harus diselenggarakan dalam perspektif administratsi Pemerintahan Negara 
yang selalu mengikuti perkembangan zaman (Haw Widjaja). 
Kebijakan pengembangan Otonomi Desa merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten atau Kota, 
Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan 
baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa 
merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat 
yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam masyarakat dalam kenyataannnya 
pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan masyarakat 
dan potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat 
dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakatnya. 
Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan 
program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumberdaya 
manusia potensial yang ada didesa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga 
kemasyarakatan desa seperti PKK, LKMD, karang taruna, tokoh masyarakat, 
pemangku adat dan tokoh-tokoh agama. 
Menurut Haw Widjaja ( 2002:88) desa adalah suatu wilayah yang ditempati 
oleh sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk 
didalamnya satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 
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terendah dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri 
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi 
yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah terjadi adat istiadat yang melekat dalam 
masyarakat desa yang bersangkutan (Hanif Nurcholis,2011:64) 
Soetardjo (hanif nurcholis,2001:21) mengatakan bahwa desa adalah lembaga 
asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumahtangga sendiri berdasarkan hukum 
adat. Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa sebagai berikut: 
1. Di bidang lapangan pertanian, 
Desa memikul tanggungjawab atas tersedianya pangan bagi warganya, 
menyediakan semua yang menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan 
pendapatan petani, mengatur tanah komunal, menetapkan hak dan 
kewajiban kepada warganya yang mendapat giliran memakai tanah 
komunal tersebut, memelihara tanah pangonan, memelihara dan mengatur 
sistem pengairan, serta memelihara pelabuhan air. 
2. Di bidang keagamaan. 
Desa berkewajiban menjaga keharmonisan antar  warganya untuk itu 
perlu ada tugas khusus yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan 
keagamaan atau kerohanian di desa. 
3. Di bidang kesehatan rakyat. 
60 
 
Desa mempunyai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan warganya, 
menjaga kebersihan kandang hewan, selokan-selokan dan menggerakkan 
pembangunan berwawasan kesehatan. 
4. Di bidang pengajaran/pendidikan. 
Pemerintah desa berkewajiban mendata anak usia sekolah dan menyuruh 
orangtuanya memasukan anaknya kesekolah desa atau sekolah rakyat. 
Mengontrol anak-anak usia sekolah ini agar tetap masuk sekolah. Anak-
anak kedapatan tidak masuk sekolah akan dicari dan dibujuk untuk masuk 
sekolah. pemerintahan desa bertanggungjawab terhadap pemeliharaan 
gedung sekolah, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, 
kesejahteraan guru dan penjaga, dan keamanan sekolah. 
5. Di bidang pasar desa dan keamanan masyarakat. 
Desa punya hak untuk menyelenggarakan pasar desa. Pasar desa dikelola 
oleh desa sendiri. Dan desa secara otonom berhak mengatur sistem 
keamanan desa secara menyeluruh. 
6. Hak atas tanah 
Desa mempunyai dua hak atas tanah : 
 Hak yayasan yaitu hak yang diberikan kepada seorang warganya 
untuk dimiliki secara perorangan 
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 Hak komunal yaitu hak desa untuk memiliki tanah desa secara 
tetap. Warga yang menerima hak ini hanya mempunyai hak 
menggarap. 
7. Di bidang gugur gunung, kerja wajib, kerja bakti atau gotong royong. 
Pemerintah desa mempunyai hak untuk mengerahkan warganya bekerja 
bakti untuk kepentingan desa. 
8. Di bidang sinoman, biodo, atau arisan. 
Sinoman, biodo, arisan adalah suatu perkumpulan warga desa yang 
bertujuan menyelesaikan pekerjaan salah satu anggotanya secara bersama. 
9. Di bidang pengadilan desa 
Pengadilan desa adalah lembaga hukum asli yang dimiliki oleh hampir 
semua desa di indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas : 
a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa 
b. Unsur Pembantu Kepala Desa yaitu terdiri atas: 
1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang 
diketuai oleh Sekretaris Desa. 
2. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa 
yang melaksanakan urusan teknis dilapangan. 
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c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah 
kerjanya seperti kepala Dusun 
 
2.7.  Penelitian Terdahulu 
1. Mulyana, Sugih. 2012. “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 
Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”. Hasil 
Penelitian : Menunjukkan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Banjar Panjang 
Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yaitu: Usia yang dominan 
berdasarkan penelitian yaitu usia antara 21- 55 tahun sebanyak 72 orang, 
sedangkan untuk  jenis kelamin yang dominan berdasarkan penelitian 
mengungkapkan jenis kelamin laki- laki sebanyak 63 orang, dan begitu juga 
dengan tingkat pendidikan yang mana berdasarkan penelitian yaitu pendidikan 
yang dominan adalah pendidikan SD dengan jumlah 33 orang, 
2. Andika Piska.2012.”Analisis Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrasi 
pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 
Singingi”. Hasil Penelitian : Fungsi Kepala Desa sebagai Administrator 
Pembangunan di Desa Pulau Rengas kecamatan pangean Kabupaten Kuantan 
Singingi masuk dalam kategori baik hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi 
jawaban responden secara keseluruhan sebesar 66,28% atau berada pada 
interval 51-75%. penelitian ini juga menunjukan bahwa apa saja hambatan-
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hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Kepala Desa sebagai administrator 
Pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 
Singingi yaitu kurangnya pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh 
Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan. 
Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu adalah dari segi aspek objek penelitian karena sama- sama mengulas 
tentang pembangunan Desa, Sedangkan yang menjadi Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian terdahulu antara lain, penelitian ini mengkaji tentang Perencanaan 
Pembangunan Desa Adat, Sementara penelitian terdahulu lebih mengulas 
permasalahan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dan 
menganalisis fungsi Kepala Desa sebagai administrator dalam pembangunan desa. 
 
2.7.  Definisi Konsep 
Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka 
agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka 
dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada 
telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 
pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam 
penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut : 
1. Administrasi Pembangunan adalah administrasi pembangunan 
meliputidua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang 
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pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan 
keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang 
atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah dietapkan sebelumnya. 
Sedangkan pembangunan  adalah rangkaian usaha mewujudkan 
pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh 
oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan 
bangsaPembangunan pendidikan ialah untuk mencerdaskan kehidupan 
dan mengembangkan pola pikir masyarakat. (Sondang P. Siagian 
4:2001) 
2. Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang 
melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk 
kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan 
sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, 
proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. 
3. Perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelejensia guna mengolah 
fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna 
memecahkan masalah. 
4. Perencanaan Pembangunan adalah memilih dan menghubungkan fakta 
danmembuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang 
akan dating dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan 
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
65 
 
5. Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, 
ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan 
menikmati hasil-hasil pembangunan Otonomi Daerah adalah 
penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat 
operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Pendapat 
Suryono (2001:124) 
6. Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk 
melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. (Nasution, 
1996:128) 
7. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan 
serta hasil yang dicapai. (Lalolo (2003:13) 
8. Otonomi Desa adalah berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional 
berada dikabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
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2.6 Konsep operasional 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Perencanaan 
Pembangunan 
Kampung Adat Sakai 
Kecamatan Kandis 
Kabupaten Siak 
1.Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah kampung 
(RJPM Kam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Kegiatan Penyusunan RPJM 
Kampung 
 
a. Pembentukan Tim Penyusun 
RPJM Kampung 
 
b. Penyelarasan Arah Kebijakan 
Pembangunan Kabupaten/Kota 
 
c. Pengkajian Keadaan 
Kampung 
 
d. Penyusunan Rencana 
Pembangunan Kampung Melalui 
Musyawarah Kampung 
 
e. Penyusunan Rancangan 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kampung (RPJM 
Kampung) 
 
f. Penyusunan Rencana 
Pembangunan Kampung Melalui 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrembang) 
Kampung 
 
g. Penetapan dan Perubahan 
RPJM Kampung 
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2. Rencana Kerja 
Pemerintah Kampung (RKP 
Kam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Kegiatan Penyusunan RKP 
Kampung 
 
a. Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Kampung Melalui 
Musyawarah Kampung 
 
b. Pembentukan Tim Penyusun 
RKP Kampung 
 
c. Pencermatan Pagu Indikatif 
Kampung dan Penyelarasan 
Program/Kegiatan Masuk ke 
Kampung 
 
d. Pencermatan Ulang RPJM 
Kampung 
 
e. Penyusunan Rancangan RKP 
Kampung 
 
f. Penyelenggaraan Penyusunan 
RKP Kampung Melalui 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Kampung 
 
g. Penetapan RKP Kampung 
 
h. Perubahan RKP Kampung 
 
i. Pengajuan Daftar Usulan RKP 
Kampung 
 
3. Faktor Penghambat 
Dalam Perencanaan 
Pembangunan Kampung 
Adat 
a. Partisipasi 
 
b. Komunikasi 
 
c. Transparansi 
 
 
